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PRAKATA

Salam hangat kepada para pembaca yang budiman,

Saya dengan rasa rendah hati dan kegembiraan yang tak
terkira mempersembahkan buku ini, "Akad Murabahah Koperasi
Simpan Pinjam Syariah: Perspektif Kepastian Hukum dan
Keadilan." Buku ini adalah hasil dari penelitian mendalam dan
pengalaman praktis yang bertujuan untuk memberikan
wawasan yang komprehensif dan mendalam mengenai akad
Murabahah dalam konteks Koperasi Simpan Pinjam Syariah.

Buku ini ditujukan untuk akademisi, mahasiswa, pelaku
usaha, dan praktisi yang tertarik dalam memahami lebih lanjut
tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, kepastian hukum, dan
keadilan dalam konteks akad Murabahah. Dalam era globalisasi
dan tantangan ekonomi yang kompleks, kebutuhan akan
pemahaman yang mendalam tentang instrumen keuangan
syariah semakin penting.

Dalam buku ini, saya menyajikan analisis yang
komprehensif dan kritis mengenai prinsip-prinsip hukum dan
keadilan yang terkait dengan akad Murabahah dalam konteks
Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Saya meneliti aspek hukum,
pelaksanaan praktis, dan implikasi ekonomi dari akad ini. Saya
juga menggali berbagai studi kasus dan contoh-contoh nyata
yang memberikan pemahaman mendalam tentang penggunaan
akad Murabahah dalam konteks koperasi.

Selain itu, buku ini juga memaparkan konsep dan
prinsip-prinsip hukum syariah yang menjadi landasan dalam
menjalankan akad Murabahah. Saya menjelaskan dengan jelas
bagaimana prinsip kepastian hukum dan keadilan dapat
diterapkan dalam praktik keuangan syariah, dengan fokus pada
akad Murabahah. Dalam setiap bab, saya menyajikan argumen
yang kuat dan penjelasan yang mendalam yang didukung oleh
rujukan ke literatur terkait dan penelitian terkini.

Saya berharap buku ini dapat menjadi sumber rujukan
yang berharga bagi para pembaca yang ingin memperdalam
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pemahaman mereka tentang akad Murabahah dalam konteks
Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Saya juga berharap buku ini
dapat mendorong diskusi dan penelitian lebih lanjut dalam
bidang ini, sehingga dapat memberikan kontribusi yang
signifikan bagi perkembangan keuangan syariah yang
berlandaskan kepastian hukum dan keadilan.

Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang telah memberikan dukungan dan dorongan
dalam proses penulisan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat
dan memberikan wawasan yang berharga bagi pembaca.

Salam,

Palangkaraya, Juli 2023
Dr. Hj. Novea Elysa Wardhani, S.H., M.H
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1.1. Ekonomi dalam Islam

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang
mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak
maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah
bidang muamalah/igtishadiyah (ekonomi Islam) Mardani
(2013a). Syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola
prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan
memberikan jenis dan bentuk muamalah secara terperinci. Hal
ini sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi:"al-ashlu fi al-
muamalah al ibahah illa maa dalla ‘ala tahrimihi” (Hukum asal
adalah muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang
melarangnya) (Mardani, 2013b). Atas dasar ini, jenis dan bentuk
muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan
sepenuhnya kepada para ahli bidang itu. Bidang-bidang inilah,
yang sepenuhnya kepada para ahli ushul figh disebut persoalan-
persoalan ta’aquliyyat, (yang bisa dinalar) atau ma’kulatul ma’na
(vang bisa dimasukkan logika). Artinya, dalam persoalan-
persoalan muamalat yang dipentingkan adalah substansi makna
yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran
yang akan dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan
dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang
dikehendaki oleh syara’, yaitu mengandung prinsip dan kaidah
yang ditetapkan syara’, dan bertujuan untuk kemaslahatan umat
manusia dan meninggalkan kemudaratan dari mereka, maka
jenis muamalah itu dapat diterima (Haroen, 2013).

Kesempurnaan Islam di antaranya mengatur tentang
syariat atau hukum, di antara hukum yang diatur Islam adalah
manusia dan manusia yang disebut dengan muamalah.
Ketentuan tentang muamalah ini pada dasarnya adalah ikhtiar-
ikhtiar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai
kemakmuran hidup dan kesejahteraan ekonomi menurut aturan
yang sudah digariskan oleh hukum Islam. Kendati
perkembangan ekonomi Islam saat ini sangat prospek namun
dalam pelaksanaannya masih menemukan berbagai kendala
sekaligus tantangan, baik pada tataran teoritis ada tataran
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praktis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat
eksternal.

Sebagai makhluk sosial sering didapati permasalahan
muamalah dalam masyarakat antara yang berlebihan dan
kekurangan, mereka saling membutuhkan sehingga terjadi
hubungan timbal balik yang harmonis, bagi yang punya tenaga
dapat bekerja untuk mendapatkan upah, bagi yang kurang
mampu memenuhi kebutuhannya dapat dengan cara meminjam
atau berhutang pada yang mampu sehingga akan terjadi
pemenuhan kebutuhan yang seimbang dalam masyarakat. Begitu
kompleksnya permasalahan muamalah maka kita dituntut untuk
saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam rangka
memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagaimana yang terdapat
dalam Qur’an Surat Al-Maidah ayat 2, sebagai berikut:

Artinya: “Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah
amat berat siksa-Nya”.

Manusia muslim, individu maupun kelompok dalam lapangan
ekonomi atau bisnis, di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari
keuntungan sebesar-besarnya, namun di sisi lain, ia terikat
dengan iman dan etika (moral) sehingga ia tidak bebas mutlak
dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan
hartanya. la harus melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan
prinsip-prinsip nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran,
serta kemanfaatan bagi usahanya. Di samping itu, ia harus
memedomani norma-norma, kaidah-kaidah yang berlaku dan
terdapat dalam sistem hukum Islam secara umum (Qardhawi,
1997).
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